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PUTUSAN
Nomor: 15/Pdt.G/2018/PA Pal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan
atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :
Penggugat, umur xx tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 (Sarjana Pendidikan),
pekerjaan honorer di SD xx , bertempat Tinggal di Jalan
xX, RT/RW: xx/xx Kelurahan xx, Kecamatan Palu »oxx
Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan
Tergugat, umur xx tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada,
bertempat tinggal di BTN xx, Kelurahan xx, Kecamatan
xxx Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan
suratnya tertanggal xx Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Palu dalam register perkara nomor 15/Pdt.G/2018/PA Pal.

tanggal 4 Januari 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xx Desember xxxx, Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta
Nikah Nomor xxdxxdxoxhoxx  tanggal xx Desember xxxx yang dikeluarkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat,
Kota Palu;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut
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Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri
dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Anak | umur x tahun;

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi
persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan
dengan baik;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun
XXxx, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan
pertengkaran yang di sebabkan karena :

a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Penggugat
mengetahui hal tersebut karena Tergugat sering bersama dengan
wanita tersebut;

b. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat,
seperti Tergugat memukul Penggugat dikarenakan Tergugat mabuk;

c. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan sering
mabuk-mabukkan;

d. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat mengenai masalah
pekerjaan;

e. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak
tahun xxxx;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2012, dimana
pada saat itu Penggugat dan Tergugat yang terlibat pertengkaran yang
disebabkan karena Tergugat yang memiliki hubungan dengan wanita lain;

6. Bahwa akibat permasalahan di atas, sehingga mengakibatkan antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun xxxx sampai sekarang
kurang lebih x tahun lamanya;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah
tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan
perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
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Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat
(Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir
sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak
menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut
relaas panggilan tanggal 10 Januari 2018 dan tanggal 17 Januari 2018 yang
dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Palu, yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu
halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar
mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada
dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1
tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara
dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk
umum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat
telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:
— Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor oo tanggal xx
Desember xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Palu, bermeterai cukup dan telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P);
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B. Saksi:

1. Saksi I, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, bertempat tinggal di
Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan sebagai berikut:

— Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi
adalah xx Penggugat;

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah,
menikah tahun xx dan talah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

— Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Penggugat dan Tergugat
hidup rukun dan harmonis, akan tetapi tahun xx kehidupan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak
harmonis lagi, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

— Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah
karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain,
Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat
sering mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba dan sabu-sabu;

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal,
sejak tahun o sudah 5 tahun lamanya;

— Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat, tetapi tidak
berhasil;

2. Saksi Il, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, bertempat tinggal
di Jalan xx, Kelurahan xx, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah
sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

— Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah
saudara xx Penggugat;

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah,
menikah tahun xx dan telah dikaruniai satu orang anak;

— Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Penggugat dengan
Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada awal tahun xx
kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan

tidak harmonis lagi, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
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— Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat sering
berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering minum minuman
keras hingga mabuk, dan Tergugat mengkonsumsi narkoba;

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
tahun xx, sudah kurag lebih 5 tahun secara berturut-turut sampai
sekarang;

— Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat, namun tidak
berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan
secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin
bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal
yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan
tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar
berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada
pendiriannya, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan
surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum
yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
akan tetapi tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan
tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini
dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat
(1) dan Pasal 150 R.Bg;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang beralasan dan tidak berlawanan hukum, dan berdasarkan Pasal 283
R.Bg, bahwa barang siap mendalilkan suatu hak atau keadaan harus
membuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan
7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
Nomor xxxxdoxxox tanggal xx  xx XXX yang merupakan akta autentik
dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan
bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada
tanggal xx xx xxxx, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota
Palu, alat bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut
telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, serta mempunyai nilai
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah
dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana
diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, mengenai
angka 2 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri,
dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,
oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut
memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan dua orang saksi

tersebut terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:
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1. Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang sah,
menikah pada tanggal xx xx xxxx di Palu, dan telah dikaruniai satu orang
anak;

2. Bahwa sejak tahun xxxx hubungan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena
Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat pernah
melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan,
mengkonsumsi narkoba dan sabu-sabu;

4. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran tersebut
adalah Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
tahun »xxx, sudah kurang lebih x tahun secara berturut-turut sampai
sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat, nhamun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah
pada tanggal xx xx xxxx di Palu, dan telah dikaruniai satu orang anak;

2. Bahwa sejak awal tahun xxxx hubungan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
disebabkan oleh Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain,
Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sering
mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba dan sabu-sabu;

3. Bahwa akibat yang ditimbulkan pertengkaran tersebut adalah Penggugat
dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun xx, sudah
lebih x tahun secara berturut turut hingga sekarang;

4. Bahwa pihak keluarga sudah menashati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi

yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:
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Atk oaldl) e 3lh Lga g3l da gl 4 axe 24 1Yl
Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian
rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak

satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah
terpenuhi ketentuan mengenai syarat perceraian sebagaimana tersebut dalam
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 vyang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi
perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah,
dan gugatan cerai gugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum
angka 2 gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum
Islam Tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu harus
diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan
hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pengggat dan Tergugat
bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan; N

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan

kepada Penggugat;
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Mengingat, semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku serta hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu,
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri
M.H., Ketua Majelis, Drs. Ramlan Monoarfa, M.H., dan Drs. H. Syamsul Babhri,
M.H., masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi
oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Aryati Yahya, S. Ag., sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota
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Drs. Ramlan Monoarfa, M.H. Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Penggganti

Aryati Yahya, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran "Rp 30.000,00

2. Proses 'Rp 50.000,00
3. Panggilan :Rp  240.000,00
4. Redaksi 'Rp 5.000,00
5. Meterai ' Rp 6.000,00
Jumlah "Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
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